
- 1 - 

 

 

 

WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 04 TAHUN  2014 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang  : a.  bahwa pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang 

disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek sebagai arah dan prioritas pembangunan 

secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap 

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur; 

b. bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 150    

ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa guna memberikan arah dan tujuan pembangunan 

jangka menengah Kota Madiun sesuai visi misi Walikota 

Madiun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun 

mendatang; 
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d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 

Tahun 2014-2019; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan   Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang     

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional     

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5080); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234); 

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan  Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran  Negara Republik Indonesia        

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3244); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3373); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5098); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2010-2014; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri 

Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor :            

0199/M PPN/04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 

tentang Penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2009-2014; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi 

Rencana Pembangunan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D); 

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 

Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun      

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 2013 Nomor 2/D); 
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38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E); 

39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan 

Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2009 Nomor 4/E); 

40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 

2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  KOTA 

MADIUN TAHUN 2014-2019. 

 

BAB  I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun. 
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah. 

6. Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang, yang  

selanjutnya disingkat RPJP, adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun            

Tahun 2005-2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 

Tahun 2014-2019. 

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk Periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah 

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat 

Daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 

kepada masyarakat. 

 

Pasal  3 

 

Penyusunan RPJMD bertujuan untuk mewujudkan keadaan 

yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang 

dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, 

sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita 

masyarakat Daerah. 
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BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

 

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : 

a. BAB I  : Pendahuluan; 

b. BAB II  : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. BAB III  : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta 

Kerangka Pendanaan; 

d. BAB IV  : Analisis Isu-isu Strategis; 

e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

f. BAB VI  : Strategi dan Arah Kebijakan; 

g. BAB VII  : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan 

Daerah; 

h.   BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai 

Kebutuhan Pendanaan;  

i.    BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan 

j.    BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. 

 

Pasal 5 

 

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN  

Pasal 6 

 

(1) Walikota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian 

pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pengendalian terhadap: 

a.  kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b.  pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 
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Pasal 7 

 

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6   

ayat (1),  dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 

BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan 

pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk 

program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

(2) Pengendalian oleh BAPPEDA meliputi pemantauan, 

supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap 

pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai 

dengan kebijakan pembangunan Daerah. 

(3) Pemantauan  pelaksanaan  program  dan/atau kegiatan 

oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan 

kendala yang dihadapi. 

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 

dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan 

kepada BAPPEDA. 

(5) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan 

supervisi rencana pembangunan kepada Walikota, 

disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang 

diperlukan. 

 

BAB V 

EVALUASI 

Pasal 8 

 

(1) Walikota melalui BAPPEDA melakukan Evaluasi 

pelaksanaan RPJMD. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

evaluasi terhadap: 

a.  kebijakan perencanaan pembangunan daerah;  
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b.  pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 

c.  hasil rencana pembangunan daerah 

 

Pasal 9 

 

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk 

keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan 

oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.  

(2) Evaluasi oleh BAPPEDA meliputi:  

a.  penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan 

dokumen rencana pembangunan daerah, dan 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah; dan 

b.  menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil 

evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian 

rencana pembangunan daerah. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana 

pembangunan daerah untuk periode berikutnya. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

 

(1) Pada saat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, 

maka pembangunan daerah berpedoman pada RKPD 

yang berlaku. 

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RPJM 

Daerah menjadi pedoman penyusunan rencana 

pembangunan sampai dengan Tahun 2019, dan dapat 

diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi sebagai 

pedoman penyusunan RKPD Tahun 2020 sebelum 

tersusunnya RPJM Daerah Tahun 2019-2024 yang 

memuat visi dan misi Walikota terpilih. 
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Diundangkan di  M A D I U N 

pada tanggal   31 Desember 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
ttd 

MAIDI 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014 

NOMOR  8/E 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

    

Ditetapkan  di  M A D I U N 

pada tanggal 20 Agustus 2014 

 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. BAMBANG IRIANTO 
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